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BAB IV  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian tentang efektivitas penegakan hukum penjatuhan 

pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dapat disimpulkan: 

1. Pelaksanaan penegakan hukum penjatuhan pidana tambahan berupa pidana 

denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Padang 

tidak ada yang dilaksanakan oleh terdakwa. Terdakwa lebih memilih pidana 

penjara penganti dari pada membayar sejumlah uang berupa denda yang cukup 

tinggi. 

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan penegakan hukum penjatuhan pidana 

denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Padang 

yaitu  pertama, tingginya pidana denda yang mengakibatkan narapidana tidak 

sanggup membayarkan denda tersebut. Hal ini terlihat berdasarkan UU 

Narkotika yang sudah di tetapkan. Bahwa nominal denda pengganti ini sangat 

tinggi bagi narapidana atau terdakwa. Kedua, rendahnya pidana penganti bisa 

di lihat dari putusan UU Narkotika yang dimana maksimal pidana pengganti 

nya ini hanya 6 bulan. Jadi, banyak yang memilih pidana pengganti saja 

disbanding dengan pidana denda. Ketiga, faktor ekonomi narapidana yang 

kebanyakan dari kelas ekonomi menengah kebawah oleh sebab itu narapidana 

lebih memilih untuk menjalankan pidana pengganti dari pada harus 

membayarkan pidana denda yang jumlah nya sangat besar dan berbanding 

terbalik dengan ekonominya. Keempat, belum adanya peraturan yang memaksa 
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untuk membayarkan pidana denda. Oleh sebab itu narapidana lebih memilih 

untuk melakukan pidana pengganti. Karena nominal pidana denda yang harus 

dibayarkan tidak sebanding dengan hitungan waktu yang harus dijalankan 

dengan pidana pengganti.  

 

B. Saran 

Ada beberapa saran yang ingin diajukan terhadap penegak hukum dalam 

penegakan hukum penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika, yaitu: 

1. Agar pemerintah perlu merevisi ulang penerapan pidana tambahan berupa 

denda kepada pelaku penyalahgunaan narkotika. Hukuman yang tegas dalam 

pidana narkotika sangat perlu, namun perlu ada klasifikasi yang jelas batas 

minimal dan maksimal bagi pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan 

bentuk atau peranannya. 

2. Agar bagi aparat penegak hukum terutama jaksa dan hakim agar tidak 

menerapkan denda tidak terlalu tinggi terutama bagi pemakai.  

3. Bagi masyarakat pidana denda sebagai pidana tambahan dalam Undang-

Undang Narkotika sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku dan 

mencegah oarng melakukan penyalahgunaan narkotika. 
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